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PERATURAN DAERAH
KABU PATETII iTAJALEHG KA

NOMOR : e: TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI GENTEHO, BATU ALAII, DAN TEBEL
DI KABUPATEH MA.,IALENOKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

bahwa industri genteng, batu alam, dan tegel merupakan
industri prlmadona di lGbupaten Majalengka.

bahwa berdasa*an pertimbangan huruf a diatas perlu adanya
upaya pengembangan, pembinaan dan dldukung sumberdaya
berkualitas guna tenrujudnya industri yang bsrwawasan
lingkungan.

bchwa berdasarkan ffimbangan huruf a dan b temebut
diatas dan untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu
menetiapkan Peraturan Dasfah tentarq Retribr.rsi Genteng,
Batu Alam, dan Tegol di lGbupaten Ma.falengka.

Undarq-undang Norpr 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
DaErah Kabupden dalam lingkungan Jawa Barat (BerttE
Negam Republilc lndonesia Tahun 1950);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 198,4 tentang Perindustrlan
(Lembaran Negara RepuHik lndonesia Tahun 19&4 Nomor
22);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negana Republk lndonssia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesh Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 20(Xl tentang
Perubahan Atras Undaqgr-Undang Rapublik lndonasia Nomor
18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribudi Daerah
(Lembaran Negara RepuHik lndonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lsmbaran Negara Republik lndonesia Nornor
4048);

Undangundang Nomor 22 Tahun 1909 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembanan Negara Republlk lndonesia Tahun 1999
Nomor G0 tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nornor 3E39) ;
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S. Pemtumn Pemerintah Nomor 20 Tahun 1gg7 tontang
Retribuei Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesii
Tahun 1907 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonssla Nomor 3692) ;

6. Per:aturan Daerah lGbupaten Daerah Tingkat ll Majalengka
Nomor 0E TEhun 1985 tentrEng Penunlukan Penyidik Peganai
Negerl Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap
Pelanggaran Atas Kertentuan-ltetentuan pEraturan Daerah
yang Memuat KEtpntuan Pidana. (Lembaran DaErah
l(qbupaten Drerah Tingkat ll Maialengka Tahun 1986 Nomor
5 S€ri D ).

Dangan PcrcctuJuan

DEWA]II PERWAI$I.0il RAKYAT DAERAH
KABUPATEi{ TIIITJALENCTG

UEMUruSKAN

Menetapkan : PERATURAII DAERAH KABUPATEH MATALENGKA
TENTAHG RETRIBUS| GEltTEilG, BAru ALSt[il, DAN TEGEL
DI KABUPATEN MA-'ALE}IGKA

BAB I
KETEilTUAil UUUiI

Pa*el I
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimEksud dengan :

a. Daerah adalah lGbupaten Majalengka
b. PemEdntah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

Otonom yang train eabagai Bdan Eksekutif Daerah yang ada
di lGbupaten Majalengka

c. Bupati adalah Bupati Majalengka
d. l(as Daerah adalah Aparat atau lembaga keuangan daerah

yang melakeanakan pnerimaan, pnyimpanan dan
pembayaran atiau penyerahan uang atau surat berharga untuk
kepentingan daerah,

e. Dinae adalah Dinas Koperasi, Perindu$trian dan Perdagangan
Kabupaten Majalengka

f. lGpala Dlnas adalah l(epala Dinae Koperasl, perindusffian
dan Pedagangan.

g. lndustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mEntah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang
jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penglgunaanya tennauk kqitrn rangcang bangun dan
perekayesaan induski.

h. PErusahaan lndustri adahh orang pibadi atau bwlen yang
melakukan kegiatEn dlbidang usaha indugtri.
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Rstribusi genteng, bEtu alam, dan tegel selajutnya disebut
Retribuei adalah pungutan daerah sebagai pembayaran das
jasa atau pemberian ijin tertentu kepada orang pribadi atau
badan yang melakukan keglatan dibidang usaha industri
genteng, Batu alam, den tEgel.
Wdib Retribugi adalah orang pribadi atau badan yang
memproduksi genteng, batu alam, dan tWel di wilayah
Kabupaten Maplongka
Surat Pendaltaran obyek REtrlbusl Daemh, yang wlanjutnya
dapat disingkat SPdORD adalah Eurat yang digunakan wajib
retribusi untuk malaporkan obyek retribusi dan walib rEtribusi
sabagai dasar perhitungan dan pembayaran rctribusi yang
tertuang menurut peraturan perundangundangan Retribusi
Daerah
Surat Ketetapan REtribusi Daerah yang selanjr.rtnya dislngkat
$KRD adalah Surat Kepurtusan yang menontukan besamya
retribusi yang tertuang
Penyidik Pegawai Neged $ipiladalah Pejabat Pegnwai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wa,venang dan kewaiiban untuk
mslakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ket€ntuan
Pidana

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBU$I

Pesel 2

(1) Obyek retribusi adalah ganteng, batu alam, dan tegel.

(2) Subyek retribuei adalah orang pribadi atau badan ltang
rnelakukan kqiatan industri genteng, batu alam, dan tegel.

BAB III

TARIF RETRIBUSI

Pasel 3

(1) Dalam upaya pencapahn easaran sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 2, setiap orang pribadi atau badan yang
melakukan kryhtan indu$ri gienteng, batu alam, dan tegel
dikenakan retriburi.

(?) Besamya retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasErkan harga jual komoditi dengan rincian
sebagai berikut:

a. Untuk produk yang hasil ptoduktinya dihitung dalam
satuan buah dengan standar harge iual 200 sampai
dengan 500 dikenakan retribusi 0,5 rupiahlbuah.
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b. Untuk produk yang hasil produksinya dihitung dalam
satuan buah dengan strEndar harga jual diatas 500
sampai dengan 1.000 dlkenakan retribusi 1,0 ruplah/
buah.

c. Untuk produk yang hasil produksinya dihitung dalam
satuan buah dengan standar harga jual diatas 1.000
sampai dengan 2.000 dllrenalen retribusl 1.5 rupiahl
buah.

d. Untuk produk yang haeil produksinya dihitung dalam
satuan buah dengan standar harga jual diatas 2.000
sampai dengan 3.000 dikenakan retribusi 2,5 rupiah/
buah.

e. Untuk produk yang hasil produksinya dihitung dalam
satuan buah dengan strandar harga jual diatras 3.000
sampai dengan 5.0p0 dkenakan retribusi 5 rupiail
buah.

f. Untuk prduk yang hasil produkslnya dlhitung dalam
satuan buah dengan standar harga jual diatas 5.000
dikenakan retribusi 10 rupiah/buah.

(3) Besamya rEtribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dltetaplmn berdasarkan hargn Jual komodtti dengnn rincian
sebagai berikut:

a. Untuk produk yang hasil produksinya dihitung dalam
satuan meter persegi dengan standar harga jual
sampai dengan Rp. 10.000,00 tarif retribusi Rp. 100,00

b. Untuk produk yang hasil produksinya dihitung dalam
satuan meter persegi dengan shndar hargn jual distae
Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp. 20.000,ff) tarif
retribusi Rp. 150,00.

c. Untuk produk yang hasil produksinya dihitung dalam
satuan meter percegi dengan standar harga jual diatas
Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 40.000,00 tarif
retribusi Rp.2ff!,00.

d. Untrk produk yang hasil produksinya dihitung dalam
satuan metsr persegi dengan standar harga jual diatas
Rp. 40.000,00 tarif rctribusi Rp. 250,00

BAB ]V
SURAT PENDAFTARAN

Pesal 4

(1) Seilap u,ailb retoibusi ditvaiiH<an menglsi Surat Pendafiaran
Obyek Rstribusi Daemh atau SPdORD.
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SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiei
bersama sqma petugas Dinas yang didampingi aparat desa
dimana perusahaan ltu brada.

Bentuk serta tata cara pengisian SpdORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (t) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PEHETNPAH RETRIBUTiI

Paml 5

(1) Bardasa*an SP&RD sbagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (U Kepala Dinas menetapkan Surat Kstetapan
Retflbusi Daerah (SlffiD) atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Surat Ketefiapan Retribusi Daerah ( SKRD) ditetapkan atas
dasar produk yang terjual dikaliksn larif sebagnimana tertera
pEda ayat (2) paaalS Peraturan Daemh ini

{3} BEntuk, isi dan tata cara pensrb}&rn SKRD dau dokumEn
laln lmng diperssmakan ss|agalmana dlmaksr.rd pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala DinaE.

BAB VI

TATA CARA PEiilBAYARAt{

Prs*l 6

(1) Setehh wajib rctribusi nrrsnerima Surat Ketdapan REtribusi
Dasrah ( SKRD) dari Dinas, rnaka pihak wajh ratribusi
diwa$bkan membayar retrtbusi.

(2) Plhak wajlb retlbuei langsung membayar ke l(as DaerEh
yang tambusannya dbampaikan kepda lGpala Dinas
melalui Bendahsra Khusus Penerima Retribusl Genteng,
Batu alam, dan Tegel.

(3) Penyetoran Retdbusi sebagaimana dimaksud pda ayat (2)
inidihkukan setiap I (satu) buhn sekali.

(4) lGpala Dinas berkewafiban melaprkan hasil pembayaran
retribusi sebagaimana dimEksud ayat (3) ke@a Bupati
selambEhhmbafiya 3 (tiga) bulan sekali.
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BAB VII

PELAKSAT{AAT{ PEMUNGUTAN

Pesal 7

(1) Bagi wajib rdributl yang tldak langBung membayar retrlb.tlgi
ke-Kag Daerah sebagaimana dimaksud Paeal 7 ayat (2)'

malm petugns yang dltunjuk oleh Kepala Dinae berEama
aparat desa setempat berkaraiiban memungut rctribusi
tsuai $urat Keputusan Rotribusi Daerah (SIffiD) yang
diterima waJib retribusi.

{2) Petugas pemungut sebagaimana dimaktud pada ayat (1)

selama 24 iam wqiib menyetor rEtribusl ko bendahara
penerima dan mernberikan laporan kepada Kspala Dinas,
untuk selanjutnya oleh bendahara penedma dieetorkan ke
l(aa Daerah.

BAB VIII

KETENTUAT{ PIDANA

Pasel I
:

(1) W{ib retribusi yang tidak melak$anakan keunaiibannya

sshingga merugikan keuangan daerah diancam Pldaqa
kurungin selamaJam,anya 

-6 (enam) bulan atau denda
Rp.5.000.000,00 ( lima iuta ruPiah ).

(2) Tlndak Pidana sebagnimana dimaksud ayat (1) pasal lni

adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAH

Paul 0

(1) Penyldikan Pqnr*ai Negeri Sipil tsrtsntu di Lingkungan

Pemerltah lftbupaten Msialengl€ diberi we$,Bnang khusus
sokgai penyidtk tindak pdana dlbidang rEtribusi daerah
sahagaimana dimaksud dalam Undang'undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang HukumAcam Pidana,

(2) Wauenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :

a. lrienerima, mencari dan mengumpulkan sorta rnenellti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pirlena dibldang REtribusi Daerah egnr ketorangan atau
laporan tersebut rneniadi lebih lengkap dan Jelas.
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b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pdbadi atau badan hukum tentang
kehenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana REtribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi
atau badan hukum sebagaimana dengan Undak pidana
dibidang Redribuei Daerah.

d. Memefiksa buku-buku, catiatanetatan dan atau
dokumen-dokumen laln berkenaan dengan tindak pidana
dibidang REtribusi Dasfrah.

e. Melakukan penggeladahan untuk mendaptkan barang
buktl, pembukuan, caktan-catatan atau dokumen-
dokumen lain serh melakukan penyltaan terhadap
barang buktitsrsebut.

f. Meminta bantuan teniga ahli dqlam rangle pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah.

g. Menyuruh berhenti, rnelarang scseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan mEmeriksa identitas orang atau
dokumen yang dlbawa . sebagaimana dimalsud pada
huruf e dan f.

h. Mengambll sidik jari dan memotret ses€orang yang
berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

i. Memanggil onang atau pengueaha untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

i. Mengadakan penghEntian penyidikan setelah mendapat
petuniuk dari Penyidik Umum batrwa tidak terdapat
ankup buktl atau pffbtlwa tersabut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum
rnemberitahukan hal tersebut kepada penuntd Umum,
tersangka atau keluarganya.

k MElalrulen tindalcan laln yang porlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pridana di bidang REtribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipartanggungiannabkan.

BAB X
KEIENTUAN PET{UTUP

Peeal 10

Hal{ral yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanfang
rnengendi teknie pelaksanaannya akan diatur lebih lanJutt oleh
Kep$usan Bupati.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetalruinya, memerintahkan
pengundangah Peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

-Pega tangggl 12 ITop

I eupln MAJALENGKA

Ht. TUIrY HAYATT ANWAR SH. M.Sr.

Diunda n g kan dl lt/aja[ongkq
Pada tanggal . . ..* J...-i.9P9.+.b..9.L.. .. . 200 1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

MACI{ALI.SH
Pembina Utama Muda

NrP.0'!0 079 331

Lsmbaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001.
Nomor ..?.J... seri ..P....


